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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 02 TAHUN 20600

TENTANG

PAJAK REKI AME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa dengan telah terbentuknva Koia Metro sebagai Daerah Otonom,
dalam penyelenggaraan otonomi Daerah perlu mengatur pungutan
Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah
satu penunjang dalam pembangunan Daerah;

bahwa dalam rangka pencriiban dan penataan pemasangan Reklame di
lingkungan perkotaan serta dalam rangka mewujudkan kota yang indah
dan asnt maka pemasangan Reklame perlu memperhatikan etika dan
estetika serta norma-norma vang berlaku dalam masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b
serta sesual dengan Pasal 82 ayat {2) Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak
Reklame;

Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan

Prutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomeor 156, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2104);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana

{Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Megara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3684);

. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Dati Il Way Kanan, Kabupaten Dati If Lampung Timur dan
Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan !embaran

Negara Nomor 3839);
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Menetapkan

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (l.embaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Peraturan Pemeriniah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi schagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Tembaran
Negara Nomor 3952);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-
undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden;

Il Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah:

12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW 07.03 Tahun 1984
tentang Wewenang Penyidik Pepawai Negen Sipil:

Derngan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFERAH KOTA METRO
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PAJAK
REKLAME

BABI
KETENTTUJAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
a. Daerah adalah Daerah Kota Metro.

b. Pemcrintah Daerah adalah Kepala Dacrah beserta perangkat Daerah
Otonom vang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

¢, DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
¢. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan

Dagrah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah vang
berlaku.
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f. Pajak Reklame adalah pungutan daerah alas penvelenggaraan Reklame,

g Reklame adalah benda, alat atau pembuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak
ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganurkan
atau memuji kepada suatu barang, jasa atau seseorang alaupun untuk menarik perhatian
umum kepada suatu barang, jasa atau orang vang dilempatkan atau dapat dilihat, dibaca
dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

h. Panggung/lokasi Reklame adalah suatn sarana atau tempat pemasangan salu atay
beberapa buah Reklame.

1. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan
reklame batk untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas pihak yang lain vang
menjadi tanggungannya,

J- Kawasan/Zone adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah
tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.

k. Nriai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya
. vang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hat ini
adalah biaya'harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi hstrik, pembayaran/ongkos
perakitan, pemancarar. peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi
pengangkutan dan lain sebagainya sampal dengan bangunan reklame rampung,
dipancarkan, diperagakan, ditavangkan dan atau terpasang di tempai yang telah diizinkan.

I Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi
pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota
untuk berbagai aspek kegratan di bidang usaha.

m. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat vang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembavaran Pajak
Reklame yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

n. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat vang
dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak vang
. terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

0. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya jumlah pajak vang terhutang

p. Sural Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar vang selanjutnva disingkat SKPDKB adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang Terhutang, jumlah Kredit
Pajak. jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besamya sanksi administrasi dan
Jjumlah yang masih harus dibayar.

¢q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayer Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
ditetapkan.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah
Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang,

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjuinya disingkat SKPDN adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah pajak vang terhutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
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L. Swrat Tagihan Pajak Dacrah Lebih Bavar yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat
untuk melakukan tapihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda,

u. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metro.
v. Bank adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk tempat pembavaran Pajak.
BAB 11

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

{1} Dengan nama Pajak Reklame, dipungut Pajak kepada setiap penyclenggaraan Reklame.
(2} Obyek Pajak adalah semua Penyelenggaraan Reklame.
(3) Penyelenggaraan Reklame dimaksud ayat (2) meliputi ;

Reklame Papan/Billboard/Megatron.
Reklame Kain.

Reklame Melekat {Stiker),

Reklame Selebaran.

Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.
Reklame Udara.

Reklame Suara.

Reklame Peragaan.

Reklame Film/Shde.

e e s R

Pasal 3
Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :
(1) Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
. {2) Penyelenggaraan Reklame melalu Televisi, Radio, Warta Harian.
{3) Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 4

(1) Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan vang menyelenggarakan atau memasang
Reklame.

(2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan vang menyelenggarakan Reklame.
BAB il

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5
(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

(2} Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
Pemasangan, Nilar Strategis, Lokasi dan Jenis Reklame.
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(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan
Rekiame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa Reklame dihitung berdasarkan
besarnya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame,

{4) Dalam hal Rekiame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, maka nilai sewa Reklame dihitung
berdasarkan jumilah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame
dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanys pemasangan, nilai
strategis, lokasi dan jenis reklame.

(5} Hasil perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

Pasal 6
Tarif pajak ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen).

BABIV

. WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7
(1} Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.
(2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.

BABV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG
DAN SURAT PEMBERITAMUAN PAJAK DAERAH

. Pasal 8
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Takwim.
Pasal 9
Pajak yang terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.
Pasal 10
(1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditandatangani oleh Wajih Pajak atau Kuasanva.

{3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhimya Masa Pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Kepala Daerah
menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah
lewat wakiu paling lama 30 (tiga puluh) hari scjak SKT'D ditcrima, dikcnakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan

menerbitkan STPD.
Pasal 12
(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTT) schagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
. (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak Terhutang.
(2) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat
menerbitkan :
a. 3SKPDKB.
b. SKPDKBT.
¢. SKFPDN.

(3) SKPDKB scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditcrbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketcrangan lain Pajak yang terhuiang
tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waklu paling lama 12 (dua belas) bulan dihiiung sejak saat lechulangnya Pajak.

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah
. ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2% (dua
persen) scbulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka

waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.

¢. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak memenuhi, Pajak yang terhutang dihitung
sccara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari Pokok Pajak dilambah sanksi adminisirasi berupa bunga
scbesar 2% (dua persen) sebulan dihitmg dari Pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka wakta paling lama 12 (dva bclas) bulan dihitung scjak saat
terhutangnya Pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) horuf b diterbitkan apabila ditemukan
data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
Pajak yung lerhulang, akan dikenakan sanksi adminisirasi berupa bunga sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah Pajak
yang terhutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan
tidak ada kredit Pajak.
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(6) Apabila kewafiban membayar Pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDRT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b telah atau tidak sepenuhnya dibayar
dalam jangka waktu vang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditamhah
dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

(7) Penambahan jumlah Pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada avat (4) tidak
dikenakan pada Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

BABR V]I
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

(1} Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKRBT dan

. STPD.

(2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di Bank yang ditunjuk, hasil pembayaran Pajak
harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnva | x 24 jam atau dalam wakty yang
ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3} Pembayaran Pujak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan SSPD.

{4) Keputusan tatacara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Sebelum
ditetapkan terlebih dahulu dimusvawarahkan dan disetujui DPRD.

Pasal 14
(1) Pembavaran Pajak harus dilakukan sekalipus atau lunas.

(2} Kepala Daecrah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
. Pajak Terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara
teratur dan berturut-turut dengan kenaikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari
Pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan
vang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah
Pajak yang belum atau kurang dibavar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran
angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

Pasal 15

(1} Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diberikan Tanda Bukti
Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
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(2) Bentuk, Jemis, Tsi, Ukwran Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Pajak
sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

{1) Rancangan Keputusan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Pembayaran, sebagaimana
dimaksud Pasal 13 avat (4) Peraturan Daerah ini harus disampaikan kepada DPRD
sclambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Batas waktu pembahasan sampai dengan persetujuan DPRD adalah 2 (dua) bulan sejak
Rancangan Keputusan Kepala Daerah ditenma.

{3) Apabila pada sampai batas waktu sebagaimana dimaksud avat {2) belum ada Kcpwtusan
dari DPRD maka Rancangan Keputusan dimaksud dianggap disetujui oleh DPRD.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

. Pasal 17

(1} Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain vang sejenis sebagai awal tindakan
petaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran,

(2} Dalam jangka waktu 7 (fujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Permgatan
atau surat lain vang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak vang terhutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang scjcnis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 18

{1} Apabila jurnlah pajak vang masih harus dibayar tidak dibayar dan atau tidak dilunasi dalam
jangka wakiu sebagaimana ditentukan dalam surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang
. harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2} Pejabat yanp menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 Jam sesudah
tanggal pemberitahuan Surat Paksa diterima wajib pajak, Pejabat segera menerbitkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknva, setelah
lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
Pejabat mengajukan Permintaan Penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang,
Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
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Pasal 22

Bentuk, Jenis dan 151 Formulir vang dipergunakan untuk pelaksanaan penagiban Pajak Daerah
ditctapkan olch Kepala Daerab.

BABIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 23

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan Pajak.

{2} Tata cara pengurangan. kennganan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

. TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24
(1) Kepala Dacrah karena Jabatannya atau atas permohonan Wajib pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atasu SKPDKBT atau SPTD vang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam
penerapan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah,

b. Membatalkan atau mengurangi Ketetapan Pajak yang tidak benar.

¢. Mengurang atau menghapuskan sankst adiinistrasi berupa bunga, denda dan kenaikan
Pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan Wajib Pajak
atau bukan karena kesalahannva.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPTD Pajak
. sebagatmana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak
kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPTT> dengan memberikan alasan vang jelas,

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan
Keputusan,

(4) Apabila setelah lewat wakiu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} Kepala
daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi admimstrasi dianggap
dikabulkan.

BAB X!

KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas
sesuatu ;
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SKPD.
SKPDKB.
SKPDKBT.
d. SKPDLB.
e. SKPDN.

oM

e

(2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPFDKB,
SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya,

(3) Kepala Daerah atau Pgjabat vang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
diterrma, sudah memberikan keputusan,

. (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan schagaimana dimaksud pada avat (3)

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak membenikan Keputusan, Permohonan
Keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar Pajak.

Pasal 26

(1) Wayib pajak dapat mengajukan Banding kepada Badan Penvelesaian Sengketa Pajak dalam
Jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima Keputusan Keberatan.

(2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
menrhayar Pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau Banding
sebugarmana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagaimana atau selurghnya, kelebihan
pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2 % (dua Persen)} scbulan
sclama 12 (dus belas) bulan.

BAB XII
PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Passt 28

(1} Wapb Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak kepada Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan Alamat Wajib pajak.

b. Masa Pajak.

¢. Besamya Kelebihan Pembayaran Pajak.
d. Alamat.
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(2} Kepala Daerah atau Pejabat vang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 {dua belas)
bulan sgjak diterimanva permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

{3} Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {2) telah lewat dan Kepala Daerah
atan Pejabat yang ditumuk tidak membenkan Keputusan, permochonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDBL harus diterbitkan dalam
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

{4} Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu hutang Pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua)

bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Pajak (SPMKP),

. Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hulang lainnya, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) pembavaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan
bukti pemindahbukuan juga sebagai bukti pembayaran.
BAB XIiI
KADALUWARSA
Pasal 30
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, Kadaluarsa setelah melampaum jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
. melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah,
(2) Kadaluarsa Penagihan Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertagih apabila :
a. Derbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
b. Ada Pengakuan Hutang Pajak dari Wayib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
(1) Wajib Pajak vang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan vang tidak benar sehingga

merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6
{enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang
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{2) Wajib Pajak vang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingea
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling tama 2 (dua)
tahun dan atau denda paling banvak 4 (cmpat} kali jumlah Pajak yang terutang,

Pasal 32

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melewali jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak,

Pasal 33

Petugas Pclaksana vang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan
Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat, akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

. BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 34

(1} Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan
Idaerah sebapaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

{2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpuikan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tmdak Pidana di bidang Perpajakan Dacrah agar Keterangan atau Laporan
tersebut memjadi lengkap dan benar.

. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dengan Tindak Pidana
Perpajakan Daerah tersebut,

¢. Meminta keterangan dan Bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan
dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah.

d. Memeriksa Buku-bukn, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
Tindak Pidana Perpajakan Daerah.

¢. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan Bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan
dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap Bahan bukti tersebut.

[ Menunta Bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak
pidana di bidang Perpajakan Daerah.

g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
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h. Memotrel seseorang yang berkaitan dengan lindak Pidana Perpajakan Dasrah.

i. Memanggil orang uniuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atan
saksi,

Menghentikan Penyidikan.

b s
v

k. Melakukan tindaken lain vang perlu untuk kelancaran penvidikan Tindak Pidana di
Bidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

{3} Penyidikan sebagaimana dimaksud pada avat (1) memberitahukan dimulainya Penvidikan
dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntul Umum, sesuai dengan ketentuan
vang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENLITIP

. Pasal 35

Pengan berlakunva Teraturan Daerah ini, maka segala ketenman vang mengatur hal vang
sama dan atau yang bertentangan dengan Deraturan Daerah ini dinvatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah,

Pasal 37
Peraniran Daerah in1 mulai berlaku pada tangeal diundangkan.

Agar Supaya sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peneundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro,

Disahkan di Metro
Pada tanggsl 24 Agustus 2600

i

LIKOTA METRO,

Lede,

h
MOZES HERMAN



